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ABSTRAK 


Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menggambarkan Pengaruh Manajemen Perkantoran Terhadap Efektivitas Pelayanan. Analisa data yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh variabel tersebut menggunakan instrumen analisis koefisien korelasi product moment. 


Populasi penelitian ini adalah seluruh  pegawai yang ada pada UPT PUSKESMAS Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. sebanyak 30 orang pegawai berstatus PNS dan tenaga perawat, termasuk dokter. Karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi dijadikan responden dengan metode sensus.

Perhitungan hasil analisis korelasi Product Moment (Pearson) diperoleh    rhit = 0,609, hal ini jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 30 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,609 > rtab = 0,325.  Hal ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas pelayanan pada Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan perhitungan hasil uji-t diperoleh sebesar  3,819.  Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 3,819, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,819 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 28 (30 – 2 = 28).  Hal ini menunjukkan   terdapat  pengaruh yang positif dan  signifikan dari variabel  manajemen perkantoran terhadap variabel efektivitas  pelayanan pada Puskesmas Linggang Bigung Kab  Kutai Barat.

Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi diperoleh R Square atau r2 sebesar 60%. berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh manajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan pada Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat   adalah sebesar 60%, dan sebesar 30 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.  Maknanya adalah bahwa sebesar 60%  efektivitas pelayanan di Puskesmas Linggang Bigung di pengaruhi oleh faktor: Ketaatan terhadap jam kerja kantor,  aspek perencanaan pelayanan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi, dan sisanya sebesar 30 %  efektivitas   pelayanan dipengaruhi oleh factor atau variabel  lainnya yang di ukur dalam penelitian ini.
kata kunci :  management perkantoran 

ABSTRACT 


Mulianti Veronikanida, a thesis with the title of influence of office management on the effectiveness of service on the technical Unit of Public Health Center (UPT PUSKESMAS) District Linggang Bigung West Kutai Regency.


This research aims to know and illustrate the influence of office management on the effectiveness of services. Analysis of the data used to test the relationship or influence of these variables using analytical instruments coefficient correlation product moment, calculation of analysis using SPSS R 17.0 for Windows program.


The population of this research is all employees who are in the government district HEALTH CENTER District Linggang Bigung Kutai Barat Regency. As many as 30 (thirty) employees in the status of civil servants and nurses, including doctors, considered to understand the policies and problems with management Puskesmas Linggang Bigung. Because the population is not very large, the author did not take a sample but the entire population was made a respondent with the census method.


Calculation of analysis result correlation Product Moment (Pearson) obtained rhit = 0.609, this is compared to the price-critical price table of the correlation coefficient of Product Moment (Pearson) for n = 30 at a signification rate of 5%, which is 0.325.  Or can be said also that Rhit = 0.609 > Rtab = 0.325.  This means that there is a relationship in the sense of positive influence between the variables of the office management with the variable effectiveness of service in Linggang Bigung West Kutai Regency.


Based on the interpretation of inter-variable relations, the interpretation of the results of the calculation is in the interval 0.600 – 0.799, this indicates there is a relationship that is "STRONG" between the variables of office management with the variable effectiveness of services at the center of the district Puskesmas Linggang Bigung West Kutai Regency.


Based on the calculation of test results-T obtained 3.819.  This means it can also be said that Thit = 3.819, this result when compared to the value on the table price-critical price of T-student is apparently greater, i.e. Thit = 3.819 > Ttab = 1.690 at a signification rate of 0.05 for n – 2 = 28 (30 – 2 = 28).  This indicates that there is a positive and significant influence of the variable office management of the service effectiveness variables in Linggang Bigung Puskesmas West Kutai District.


Based on the result of coefficiencies, the determination of R Square or R2 is 60%. Based on the data, it can be known that the magnitude of the influence of office management on the effectiveness of the service at the Puskesmas Linggang Bigung West Kutai District is 60%, and by 30 influenced by other factors that are not measured in this research.  Its meaning is that a 60% effectiveness of service in Linggang Bigung Puskesmas is influenced by factors: obedience to office hours, aspects of planning services, organizing, supervision and evaluation, and the remaining 30% effectiveness of service is influenced by the factors or other variables measured in this research.
key word : office  management 

I.  PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya aparatur, tetapi juga disisi yang lain harus didukung oleh pengelolaan atau pengaturan yang baik agar pelaksanaan pekerjaan berjalan efesien dan efektif diperlukan manajemen perkantoran yang mampu beradaftasi dengan tuntutan perubahan lingkungan.
Organisasi atau birokrasi pemerintah dikatakan efektif apabila mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan. Perencanaan disusun dalam jangka panjang, menengah dan pendek sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sebagai arah dan landasan operasi organisasi. Sedangkan fungsi pengorganisasian dijalankan dalam rangka menyatukan semua sumberdaya yang tersedia (bahan baku, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, dan sumberdaya fisik) agar dalam penggunaanya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Demikian pula dengan pelaksanaan berprinsip pada kerja tim yang terpadu dan saling menudukung dalam rangka pencapaian target pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan pengawasan dilakukan sebagai upaya evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dari tahapan perencanaan yang dibangun, kendala apa yang dihadapi serta strategi apa yang dibutuhkan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi (Sedarmayanti, 2010 : 27).
Oleh sebab itu salah satu solusi berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah perlu perbaikan manajemen perkantoran. Menurut Budiyanto (2005 : 92). Manajemen perkantoran merupakan kekuatan yang tidak berwujud, yang berkaitan dengan merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang dan pasar-pasar dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa, hingga di capai sasaran perusahaan. Sementara disisi yang lain manajemen perkantoran bukanlah suatu aktivitas yang hanya bersifat mekanistik. Penerapan fungsi-fungsi manajerial secara efektif menimbulkan kesulitan besar. Hal tersebut primer timbul karena aspek dinamis elemen-elemen yang di dayagunakan dan karena bidang-bidang di mana dapat dan sedang di gunakan. Tetapi, di belakaangnya terdapat kemampuan manajer efektif untuk: 1) membuat keputusan-keputusan; 2) memimpin pihak lain; dan 3) menjalankan injenuitas.
Disisi yang lain fakta menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik oleh Rini (2015 : 38) mengatakan bahwa terdapat indikasi sebagian pegawai belum memahami sepenuhnya tugas dan kewajibannya sehingga hasil yang diharapkan belum maksimal. Selain itu terlihat masih banyak pegawai yang keluar dari kantor pada saat jam kerja untuk keperluan pribadi dengan mengabaikan tugas - tugasnya sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai. Belum dilaksanakannya secara tegas sanksi/teguran dari pimpinan yang menjadikan pengawasan intern tehadap pegawai tidak optimal.
Permasalahan dari sisi yang lain dilihat dari perspektif akuntabilitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat.  Pelayanan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efesien. Hal ini masih banyak ditemukan adanya kasus korupsi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa dan belum sepenuhnya pengadaan tersebut dilaksanakan secara elektronik.

Demikian juga dilihat dari aspek kelembagaan atau organisasi perangkat daerah (OPD) dipandang belum berjalan secara efektif dan efesien, hal ini disebabkan oleh struktur organisasi yng terlalu gemuk dan memiliki banyak jenjang atau hirarki birokrasi, sehingga timbul proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dalam mengambil keputusan, sehingga akhirnya menciptakan budaya feudal pada aparatur sipil Negara.
Sesuai  dengan substansi penelitian ini adalah berkaitan dengan permasalahan pelayanan publik, yaitu penerapan system manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hokum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga professional para aparatur pelayanan. Pelyanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan terutama terutama pelayana perizinan masih belum berjalan efektif dan efesien. Hal ini disebabkan oleh proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpencar di berbagai instansi, membuat perizinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Permasalahan yang paling krusial yaitu praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi, hal ini disebabkan oleh kejelasan dan kepastian biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, oleh karena itu masih banyak biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan jasa pelayanan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan beberapa unsur pimpinan, kepala bagian, staf serta masyarakat berurusan dengan bidang pelayanan dilokasi kegiatan penelitian berkaitan dengan manajemen perkantoran pada Pada Unit Pengelola Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, masih terdapat beberapa permasalahan kurang optimalnya manajemen perkantoran seperti fungsi perencanaan, pengoranisasian, actuating atau motivasi dan pengawasan. Hal lainnya berkaitan dengan permasalahan tata laksana kelembagaan yaitu implementasi e-government belum belum berjalan secara efektif dan efesien hal ini disebabkan oleh implementasi e government belum merata pada seluruh puskesmas yang ada di Indonesia, terjadi tumpang tindih system aplikasi dan belum terintegrasi dan lemahnya dukungan keahlian petugas pelayanan serta terbatasnya sarana prasarana, fasilitas pelayanan yang sangat minim  dan permasalahan lainnya.
II. KERANGKA DASAR TEORI 



Pendekatan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori manajemen, oleh Terry di kenal POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) atau istilah lain disebut dengan prinsip-prinsip manajemen. Teori manajemen klassik, berkaitan dengan manajemen yaitu kegiatan mengimplementasikan beberapa fungsi manajemen menurut Henri Fayol (dalam, T. H. Handoko, 21 : 2016)  berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah,  dan pengawasan adalah fungsi-tungsi utama yang dilaksanakan oleh manajer atau pimpinan.

Aspek yang terkait dengan proses manajemen  tersebut di atas adalah planning, coordinating, communicating, controlling,  evaluating, deciding dan influencing. Sedangkan menurut  Mardiasmo (2002 : 32) pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu : perencanaan, pengawasan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, memotivasi, dan penilaian kinerja. Pengendalian manajemen juga memperhatikan pengaruh akuntansi dan sistem pelaporan terhadap perilaku setiap orang dalam organisasi (Anthony & Young, 2003).



Pendekatan teori dalam penelitian ini berkaitan dengan manajemen perkantoran adalah implementasi prinsip-prinsip manajemen yaitu kemampuan merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, peralatan, metode kerja  dan aspek lainnya dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan serta mengawasi aneka macam hal demikian rupa akan tercapai efektivitas pelayanan publik.



Manajemen perkantoran yang baik dan refresentatif akan berdampak positif terhadap kinerja dan sinergitas pegawai tidak berproses secara alamiah, namun harus diarahkan menjadi perilaku organisasi yang positif (perilaku yang berorientasi terhadap tugas atau pekerjaan), untuk menciptakan perilaku organisasi tersebut salah satunya adalah peranan pimpinan untuk menilai, mengoreksi, mengarahkan, membina jika terjadi penyimpangan atau deviasi dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Winardi, 2002 : 13).



Analisis pembentukan perilaku individu menjadi organisasi dilakukan dengan menggunakan model stimulus organisasi dan respon (model S.O.R) (Miftah Thoha, 2017 : 49). Untuk menciptakan perilaku organisasi pegawai yang berorientasi pada tugas, pekerjaan sebagai respon (R) maka manajemen  yang baik harus diciptakan (O) sebagai upaya untuk membentuk faktor manusia (stimulus) sehingga mempunyai perilaku yang positif.



Perilaku pegawai yang positif harus dipelihara secara terus menerus dan ditumbuh kembangkan supaya dapat menciptakan atau mempengaruhi kemampuan dan efektivitas pegawai, upaya itu perlu didukung oleh  faktor pengawasan pimpinan terhadap bawahan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan perangkat manajemen.

1.  Manajemen Perkantoran 
Manajemen perkantoran adalah salah satu pengembangan dari disiplin ilmu manajemen. Manajemen Perkantoran merupakan “kekuatan yang tidak berwujud, yaitu merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang dan pasar-pasar dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa, hingga di capai sasaran perusahaan”. (Dewi, 2010: 1).

Manajemen perkantoran bukanlah suatu aktivitas yang hanya bersifat mekanistik. Penerapan fungsi-fungsi manajerial secara efektif menimbulkan kesulitan  besar.  Hal tersebut primer timbul karena aspek dinamis elemen-elemen yang di dayagunakan dan karena bidang-bidang di mana dapat dan sedang di gunakan.  Tetapi, di belakangnya terdapat kemampuan manajer efektif untuk ; (1) membuat keputusan-keputusan; (2) memimpin pihak lain; dan (3) menjalankan injenuitas.
Manajemen perkantoran mengharuskan adanya kemampuan untuk membuat keputusan- keputusan.  Penilaian mengenai sesuatu situasi atau kondisi, yang kemudian diikuti oleh pengetahuan mengenai apa yang harus di lakukan, merupakan intisari pekerjaan seseorang manajer.
Berikut ini dijelaskan pengertian manajemen perkantoran sebagai perencanaan, pengendalianm dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu ini bersangkut paut dengan peredaran hidup data dan keterangan perusahaan dari sejak penciptaannya melalui pemeliharaan, penyebaran dan penyimpanannya kalau memiliki nilai tetap atau pemusnahannya kalu using (Izudenjose, 2016 : 2).

Salah satu fungsi dari manajemen perkantoran dalam organisasi adalah pengeturan  lingkungan kerja. Setiap organisasi selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, karena akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya selalu memperhatiakan faktor- faktor yang ada dalam organisasi, juga harus memperhatikkan faktor-faktor yang ada diluar organisasi atau lingkungan sekitarnya. Peralatan yang di pasang dan di pergunakan di dalam kantor tersebut tidak akan banyak berarti, apabila para pegawai tdak dapat bekerja dengan baik disebabkan karena faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan.

Oleh karena itu pengaturan lingkungan kerja yang baik sangat penting bagi pegawai/karyawan organisasi dalam menjalakan tugas sehari-hari. The Liang Gie (2000 : 160) mengemukakan sebagai berikut : (a) Lingkungan kerja dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada ruas lantai yang tersedia ; (b) Lingkungan kerja adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruangan ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya layak. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan manajemen perkantoran yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan antara lain kemampuan merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang dan pasar dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa akan tercapai efektivitas kerja pegawai.
2. Kegiatan Manajemen Perkantoran 

Kegiatan manajemen perkantoran sebagai seni yaitu mengatur kegiatan-kegiatan kantor, sedangkan sebagai proses adalah bagaimana dapat melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan kantor dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dengan demikian megiatan manajemen perkantoran dalam proses adalah cara sistematis untuk melakukan rangkaian  pekerjaan, yaitu : (1) tata penyelenggaraan; (2) pelaksanaan secara efesien; (3) pengendalian, pengawasan dan pengarahan, dan  (4) perencanaan,  pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan.
Kegiatan manajemen perkantoran di atas, berkaitan dengan pelaksanaan teknis dan operasional dilaksanakan oleh bagian  tatausaha . Konsepsi tata usaha sebagai pekerjaan perkantoran yang intinya adalah tugas pelayanan merupakan rangkaian yang terdiri dari 6 (enam) aktivitas yaitu:
a) menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan yang mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan.
b) mencatat, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan berbagai peralatan tulis yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang mudah dibaca, dikirim dan disimpan, termasuk dengan alat rekam suara atau film di era modern.
c) mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud agar mudah untuk digunakan.
d) mengganda, yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan.
e) mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepihak lain.
f) menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai  cara dan alat ditempat tertentu yang aman.
Tuntutan saat ini dan yang akan dating semakin modern suatu kantor, sifat dan cakupan kegiatannya semakin menggelobal. Sehubungan dengan itu, semakin modern suatu kantor semakin banyak informasi yang dapat diakses, semakin besar pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi atau instansinya. Akan tetapi sebaliknya, dari keuntungan tersebut di atas kantor modern perlu mewaspadai berbagai kemungkinan pengaruh negatif global yang bisa mengacaukan kegiatannya dalam pengelolaan  informasi.  Kita masih ingat korban virus yang terjadi pada pertenegahan Juli  2001 yang mengakibatkan korban  250.000 sistem di Amerika Serikat yang hanya dalam waktu 9 Jam. (Harian Kompas Kamis 20 September 2016. halaman: 2)
3. Prinsip-Prinsip Manajemen Perkantoran Modern
Kegiatan manajemen perkantoran yang baik dan ideal dalam pelaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perubahan strategis, haruslah dapat memenuhi kaidah-kaidah prinsip-prinsip manajemen perkantoran untuk semua tingkatan pekerjaan, antara lain :

a) dapat dengan mudah manajer kantor harus merencanakan pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana, kapan dan di mana harus dikerjakan, dan oleh siapa harus dikerjakan.
b) dengan memahami seluruh perencanaan kantor dan organisasi serta pengembangan produk, manajer tersebut dapat mengkoordinasikan upaya-upaya semua pegawai, mesin-mesin, dan informasi untuk memformulasikan jadwal kerja yang sesuai dengan perencanaan.
c) lebih jauh, prosedur dan sistem operasi yang tepat, praktik penyimpanan arsip, metode untuk melaksanakan rencana juga pengukuran, standar dan tata letak untuk melaksanakan pekerjaan harus dikembangkan secara efektif.
d) mungkin yang paling penting, manajer kantor menseleksi, melatih, memotivasi, mengkompensasi dan meningkatkan pegawai untuk mempertahankan minat terhadap organisasi pada tingkat yang optimal. 
Pendekatan secara rinci kegiatan manajemen perkantoran, beberapa indikator yang perlu dipehatikan dan seoptimal mungkin dapat melaksanakan tugas dan fungsi manajemen perkantoran, antara lain: 
a) Perencanaan. untuk merencanakan secara benar yaitu :
· Pekerjaan apa yang harus dikerjakan;
· Bagaimana pekerjaan dikerjakan;
· Kapan pekerjaan dikerjakan;
· Dimana pekerjaan dikerjakan;
· Seberapa cepat pekerjaan dikerjakan.

b). Jadwal Pekerjaan harus dijadwal secara benar, yaitu :
· Tentukan;
· Selaraskan dengan jadwaljadwal lain;
· Laksanakan, walaupun sulit;
· Mungkinkah diselesaikan;
· Pelihara secara baku.

c). Pelaksanaan. Pekerjaan harus dilaksanakan
· Secara terampil;
· Secara teliti;
· Secara cepat;
· Tanpa upaya yang tidak perlu;
· Tanpa ada keterlambatan yang tidak perlu.

d).Ukuran. Pekerjaan yang dilaksanakan harus diukur
· Sesuai dengan potensi Anda;
· Berdasarkan pada catatancatatan yang lalu, oleh organisasi lain;
· Berdasarkan kuantitas;
· Berdasarkan kualitas.
e) Imbalan. Jika pekerjaan diselesaikan secara efektif,  seharusnya diberi imbalan
· Kondisi kerja yang baik;
· Kesehatan;
· Kebahagiaan;
· Pengembangan diri;
· Uang.
Komaruddin (2001 : 18 ) mengemukan sembilan prinsip manajemen perkantoran sebagai berikut:
a) manajer kantor itu adalah seorang eksekutif yang harus membuat rencana, menyusun organisasi, dan melakukan pengawasan terhadap sebagian besar pekerjaan kantor yang harus dilaksanakan, serta memimpin para pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. Manajemen tertinggi harus menyadari diri bahwa manajer kantor itu bukan seorang penyelia yang semata-mata hanya berurusan dengan ketatausahaan saja;
b) tata ruang kantor harus direncanakan dengan ilmiah untuk menghindari gerakan yang tidak perlu (mubazir), keterlambatan, dan kesukaran untuk menggapai pekerjaan atau bahan-bahan;
c) mesin-mesin dan perlengkapan-perlengkapan yang otomatis hendaknya dipergunakan apabila hasilnya ekonomis;
d) kajian gerakan dan waktu (time and motion study) penyederhanaan kerja dan pengukuran kerja hendaknya diterapkan dalam pekerjaan kantor;
e) sistem dan prosedur kantor harus dengan terus menerus diupayakan agar menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya;
f) sistem manajemen arsip/warkat yang diperbaiki harus dikembangkan sesuai dengan pengawasan formulir. Hal ini termasuk menghidangkan metode pengarsipan yang tidak efisien, penetapan jadwal pemusnahan arsip, perbaikan sistem penelusuran arsip, dan perencanaan perbaikan formulir kantor;
g) hubungan kepegawaian yang lebih ilmiah harus dikembangkan melalui analisis pekerjaan, prgram Diklat, nasihat kepegawaian, dan panduan perintah;
h) standar kualitas dan kuantitas pekerjaan kantor harus digunakan dan dikembangkan;
i) kesadaran kerja, bersamaan dengan konsep dasar manajemen ilmiah dalam pekerjaan kantor hendaknya dikembangkan baik pada jiwa penyelia maupun pada sikap pegawai.
4. Aspek-Aspek  Manajemen Perkantoran

 Kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha atau pekerjaan tulis menulis. Manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas ketatausahaan dari sebuah kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehemat-hematnya (seefisien mungkin). Berikut ini dijelaskan aspek-aspek manajemen perkantoran, sebagai berikut :
a) Segi Tujuannya.  Dalam pembentukan sebuah kantor sangat penting menilai dan menentukan tujuan kantor.
b) Segi Pengorganisasian. Penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas tenaga kerja tersebut. misal : karyawan ® pegawai ® staf ® manajer
c) Segi Kepegawaian. Berhubungan dengan perusahaan tenaga kerja, penempatan, latihan, kenaikan pangkat,dan pemberhentian tenaga kerja.
d) Segi Metode / prosedur. Suatu sistem urutan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bagaimana, dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.
e) Segi Mesin-Mesin dan Perlengkapan. Mesin-mesin dan semua benda-benda atau barang mati yang dipergunakan dalam kantor-kantor untuk membantu atau mempermudahpelaksanaan pekerjaan.
f) Segi Lingkungan. Lingkungan gedung kantor dan kondisi-kondisi fisik dalam gedung.
g) Tugas seorang manajer kantor adalah mengawasi kantor untuk mencapai tujuannya dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada para bawahannya.
Selanjutnya menurut Budiyanto (2005 : 36), dalam suatu kantor manajemen membuat table perincian dengan berbagai kegiatan penting dari sertiap fungsi pokok manajemen dalam perkantoran yang  merupakan pekerjaan manajer seperti berikut:
a) Perencanaan (pleaning)
· Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai
· Meramalkan peristiwa atau keadaan pada waktu yang akan dating
· Memperkirakan kondisi  – kondisi pekerjaan yang dilakukan
· Memilih tugas yang sesuai untuk pencapain tujuan
· Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas agar dipeoleh sesuatu yang baru dan lebih baik
· Membuat kebijaksanaan, prosedur, standard dan metode – metode untuk pelaksanaan kerja
· Memikirkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi
· Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan
b). Pengorganisasian (organizing)
· Membagi pekerjaan kedalam tugas – tugas operasional
· Mengelompokan tugas – tugas kedalam posisi – posisi secara operasioanal
· Menggabungkan jabatan – jabatan  operasional kedalam unit – unit yang saling berkaitan
· Memilih dan menetapkan orang untuk pekerjaan yang sesuai
· Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan
· Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota
· Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai
· Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan
c). Penggerakan (Actuating)
· Melakukan kegiatan partisivasi dengan senang hati terhadap semua keputusan, tindakan atau perbuatan
· Mengarahkan dan menantang orang lain agar bekerja sebaik – baiknya
· Memotivasi anggota
· Berkomunikasi secara efektif
· Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh
· Memberikan imbalan penghargaan terhadap pekerja  yang melakukan pekerjaan dengan baik
· Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya
d). Pengendalian (controllig)
· Berupaya memperbaiki pengarahan sesuai dengan petunjuk pengawasan
· Membandingkan hasil – hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan
· Menilai hasil pekerjaan dengan standard hasil kerja
· Membuat media pelaksanaan secara tepat
· Memberitahukan media pengukur pekerjaan
· Memindahkan data  secara terperinci agar dapat terlihat perbandingan dan penyimpangan – penyimpangannya
· Membuat saran tindakan – tindakan perbaikan jika dirasa oleh anggota
· Memberitahu anggota – anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan
· Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan manajemen perkantoran yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan sumberdaya yang dimilki lembaga baik sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung pekerjaan  untuk mendukung kemampuan merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang  bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa akan tercapai efektivitas kerja bidang pelayanan public.

5. Pengertian Efektivitas

Efektivitas  berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149). Menurut  Handoko (2016 : 7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Chester I. Barnard (dalam Gibson, 1994 : 27), mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. Sedangkan  menurut Emerson (dalam Handayaningrat, 2005 : 16) efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi, apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

Sondang P. Siagian (1992: 151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. 

M. Manullang (1996: 214) berpendapat: Prestasi atau efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perorangan, atau dengan kata lain bila tiap anggota organisasi secara terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik, efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.
Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2012 : 29).

Dari beberapa pendapat tersebut  di atas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Jadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus seefektif mungkin. Secara umum pelayanan yang efektif dapat berarti tercapainya tujuan pelayanan yang telah ditetapkan organisasi dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan. Pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. 
6. Aspek-Aspek Penting Efektivitas Kerja

Richard M. Steers (1995 : 5) mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu: (1) Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai; (2) Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; dan (3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.
Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulus dan Tenenbaum  (Richard  M. Steers, 1995 : 20) berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan.  indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas kerja, antara lain : (1) Karakteristik Organisasi ; (2) Karakteristik Lingkungan; (3) Karakteristik Pegawai; dan (4) Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen.  
Untuk mengukur efektivitas kerja dikemukakan oleh  Campbell  (Richard M. Steer, 1995:45) dalam enam macam pertimbangan, sebagai berikut : (1) pengukuran efektivitas  untuk memastikan keadaan  (profit suatu organisasi) apakah dalam keadaan baik dan buruk ; (2) pengukuran efektivitas  organisasi  digunakan sebagai  diagnosa untuk menentukan faktor-faktor penyebab berlakunya keadaan suatu organisasi; (3) diperlukan sebagai bahan  keputusan  untuk suatu perencanaan ; (4) diperlukan untuk memahami organisasi ; (5) diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha  pengembangan organisasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya  perubahan perilaku, struktur ekologi organisasi; dan (6) diperlukan sebagai alat  untuk memahami  variabel, yaitu untuk mengetahui  karakteristik  organisasi apa saja  yang berhubungan  dengan  prediktor efektivitas. 
Suatu organisasi selalu mengharapkan terjadiya efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari para personel yang ada di dalamnya. Efektivitas kerja sangatlah diperlukan dalam suatu organiasasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan terciptanya efektivitas kerja maka para personel yang ada di dalam organisasi akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan. Ketidakefektifan dalam bekerja akan menghambat dalam pelaksaan pencapaian tujuan. 
7. Ukuran Efektivitas Pelayanan 

Berdasarkan uraian sebelumnya, berkaitan dengan penelitian ini akan digambarkan ukuran efektivitas pelayanan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.  Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok” menyebutkan bahwa  ukuran efektivitas pelayanan (Danim, 2014 : 119), sebagai berikut: (1) jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output) ; (2) tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu); (3) produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan ; dan (4) intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas pelayanan harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektivitas adanya keaadan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Steers (1995: 47) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu: (1) kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; (2) produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan; (3) kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik; (4) efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut; (5) penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi; (6) pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya; (7) stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu; (8) kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu; (9) semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki; (10) motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu untuk mencapai tujuan; (11) keterpaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan; dan (12) keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (Steers, 1995:46-48).

8. Standar Pelayanan Puskesmas
Manajemen Perkantoran modern, berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen akan menghasilkan standar kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi: 

a) Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan. 

b) Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

c) Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan. 

d) Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

e) Sarana dan prasarana 

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009, adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

a) Dasar hukum 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.  

b) Persyaratan 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.  

c) Sistem, mekanisme dan prosedur 

Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.  

d) Jangka waktu penyelesaian 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

e) Biaya/tarif 

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.  

f) Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  

g) Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas 

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.  

h) Kompetensi pelaksanaan 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

i) Pengawasan internal 

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.  

j) Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.  

k) Jumlah pelaksana 

Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.  

l) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.  

m) Evaluasi kinerja Pelaksana 

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan   standar pelayanan. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.  
9. Definisi Konsepsional

Penulis memberikan batasan konsep dari variabel yang akan diamati dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Manajemen Perkantoran adalah  suatu pengelolaan, penataan dalam pekerjaan pelayanan meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, prosedur dan pengawasan berdasarkan pedoman pelaksanaan dan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat.
b. Efektivitas Pelayanan adalah suatu ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pekerjaan bidang pelayanan publik, dukungan terhadap kemampuan pegawai menyelesaikan tugas pelayanan, sarana prasarana, pengawasan internal serta umpan balik kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat terhadap produk pelayanan. 
III. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian


Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 
2. Populasi dan Sampel

apopulasi penelitian ini adalah seluruh  pegawai yang ada pada  Unit Pengelola Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. sebanyak 30  (tiga puluh) orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil  dan tenaga perawat, termasuk dokter, dianggap memahami kebijakan dan permasalahan dengan manajemen Puskesmas Linggang Bigung. Karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi dijadikan responden dengan metode sensus.
3. Teknik Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan informasi atau data yang dipergunakan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yatu : Library Research, Field Work research, Observasi, Interview dan Angket. 
4. Definisi Operasional



Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menetapkan batasan indikator-indikator dari masing-masing variabel independen dan dependen sebagai berikut  :
1. Manajemen Perkantoran sebagai independen variabel, indikatornya:

a) Perencanaan

b) Pengorganisasian
c) Pengawasan dan Evaluasi 
2. Efektivitas Pelayanan sebagai dependen variabel indikatornya terdiri atas :

a) Kecepatan penyelesaian produk pelayanan
b) Kualitas Pelayanan
c) Sikap dan perilaku pegawai 
5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data variabel menajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan, yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Product Moment ( Pearson ). Sedangkan untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan uji t, dimana rs empiris yang dihasilkan diuji kembali dengan uji t tersebut, serta analisa data koefisien determinasi.

IV. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan jawaban responden pertanyaan nomor satu, tentang pelaksanaan pelayanan yang diberikan selama ini apakah  sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, sebanyak, 9 orang pegawai atau sebesar 30,0% menjawab sangat sesuai, sebanyak 16 orang pegawai atau sebesar 53,3% menjawab sesuai dan sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 16,6% menjawab cukup sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan pada puskesmas telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini juga didukung oleh jawaban responden yang berstatus pegawai negeri sipil seperti terlihat dalam struktur organisasi sebagian besar pegawai tersebut terlibat dalam proses pembuatan rencana kerja pada Puskesmas Linggang Bigung.

Menurut pengamatan peneliti bahwa tahapan perencanaan kerja dibuat sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP), hal ini penting untuk kemudahan pada tahap pelaksanaan pekerjaan, khususnya pada bidang pelayanan, agar pekerjaan yang akan dilaksanakan sistematis, terukur dan mudah dipantau, selain itu juga dengan adanya perencanaan memudahkan pengendalian serta mengukur antara harapan dengan kenyataan pada saat tahapan pelaksanaan pekerjaan khususnya pada bidang pelayanan.

Uraian fakta hasil penelitian  tersebut di atas di dukung oleh beberapa teori perencanaan bahwa perencanaan merupakan proses awal dimana manajemen memutuskan  tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan adalah hal yang sangat esensial karena dalam kenyataanya perencanaan memegang peranan lebih bila dibandng dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi manajemen tersebeut sebenatnya hanya merupakan pelaksanaan dari hasil sebuah perencanaan.


Dalam rangka mewujudkan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran pelayanan di Puskesmas Linggang Bigung diperlukan rencana atau keinginan untuk membangun suatu masyarakat yang hidup dengan kondisi kesehatan yang baik maka salah satu yang harus dipenuhi adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan ini diberikan melalui pelayanan di Puskesmas, pelayanan di Puskesmas Keliling, pelayanan melalui Posyandu maupun melalui jaringan Puskesmas lainnya seperti Pustu dan Polinkam dan tentunya diupayakan dengan sistim pelayanan yang terintegrasi, cepat dan tepat sehingga kepuasan masyarakat dapat terpenuhi. 
Jawaban responden tentang pertanyaan nomor tiga  tentang pembagian bidang tugas, pekerjaan, tupoksi dan dukungan fasilitas kerja  telah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pekerjaan kantor bahwa, sebanyak 7 orang pegawai atau sebesar 23,3% menjawab sangat efektif, sebanyak 11 orang pegawai atau sebesar 36,7% menjawab efektif, sebanyak 8 orang pegawai atau sebesar 26,7% menjawab cukup efektif dan hanya 4 orang pegawai atau sebesar 13,4% menjawab kurang efektif.  Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian kerja pegawai yang telah berjalan selama ini berjalan cukup baik, hal ini juga didukung oleh jawaban responden  menyatakan bahwa peranan pengorganisasian kerja mampu menjalankan fungsi koordinasi untuk mengefektifkan dan mengintegrasikan hubungan yang saling mendukung dan tergantung antar bidang kerja dalam rangka mencapai tujuan tujuan pelayanan yang baik pada Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. 

Suksesnya pengorganisasin kerja hal ini juga didukung keberadaan  pegawai Kecamatan Linggang Bigung, komposisi ketenagaan yang terdiridari ; 1 orang Kepala Puskesmas, 1 orang Kasubag Tata Usaha, 2 orang Dokter umum, 1 orang  Dokter  Gigi, 18  orangPerawat, 14 orang Bidan, 1 orang Apoteker, 1 orang Asisten Apoteker, 1 orang Ahli kesehatan Lingkungan, 2 orang Pranata gizi,1 orang  Tenaga Kesmas, 1 orang Pranata Laboratorium  dan 11 orang pelaksana Administrasi umum,
Jawaban responden tentang pertanyaan nomor lima, tentang  apakah pengawasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan mendukung efektivitas kerja pegawai pada bidang pelayanan, sebanyak  7 orang pegawai atau sebesar 23,3% menjawab sangat  efektif, sebanyak 13 orang pegawai atau sebesar 43,3% menjawab efektif dan 10 orang pegawai atau sebesar 33,3% pegawai menjawab cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa jawaban pengawasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan mendukung terhadap efektivitas pelayanan pada  Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
Menurut pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Puskesmas selaku pimpinan terhadap input, proses maupun produk pekerjaan yang, khususnya pekerjaan pelayanan, apakah menyimpang atau tidak dari perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan akhir dari pengendalian adalah evaluasi atau menilai kembali pekerjaan pelayanan yang telah dilakukan  dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang akan datang. 
Berdasarkan jawaban responden tentang pertanyaan nomor tujuh  tentang kecepatan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, bahwa sebanyak 3 orang pegawai atau sebesar 10,0% menjawab kurang cepat, sebanyak 12 orang pegawai atau sebesar 40,0% menjawab cukup cepat, sebanyak 11 orang pegawai atau sebesar 36,7% menjawab cepat dan sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 13,3% menjawab sangat cepat pelayanan yang diberikan pegawai. Hal ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tergolong cepat dari segi waktu. Kecepatan pelayanan yang diberikan juga ditentutan kelengkapan persyaratan yang dipenuhi masyarakat. Terkadang pelayanan agak sedikit lambat jika sebagian persyaratan kurang lengkap. 
Kecepatan melaksanakan tugas  yang dimaksudkan disini adalah kecepatan dan ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan proses pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kecepatan dan ketepatan dalam proses pelayanan maka masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.

Perhitungan hasil analisis korelasi Product Moment (Pearson)        diperoleh    rhit = 0,609, hal ini berarti bahwa hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 30 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,609 > rtab = 0,325.  Ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas pelayanan pada Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
Selanjutnya untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan antar variable tersebut, maka digunakan penafsiran/interpretasi angka yang dikemukakan oleh Sugiono (2015 ; 214), maka hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,60 – 0,799, yang berarti terdapat hubungan yang “KUAT”  antara variabel  manajemen perkantoran   dengan variabel efektivitas pelayanan pada kantor Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable manajmen perkantoran  terhadap variabel peningkatan efektivitas pelayanan pada Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat  dan untk  menguji hipotesis yang dirumuskan di dalam penelitian ini, maka digunakan alat uji t-student  atau yang sering pula disebut dengan uji-t, bahwa hasil uji-t adalah sebesar  3,819.  Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 3,819, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,819 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 28 (30 – 2 = 28).  Hal ini menunjukkan   terdapat  pengaruh yang positif dan  signifikan dari variabel  manajemen perkantoran terhadap variabel efektivitas  pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa manajemen perkantoran  berpengaruh positif terhadap efektivitas  pelayanan pada Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, dengan bantuan program SPSS for windows ver.17, maka didapat R Square atau r2 sebesar 60%. berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh manajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan pada Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat   adalah sebesar 60%, dan sebesar 40 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.  Maknanya adalah bahwa sebesar 60%  efektivitas pelayanan di Puskesmas Linggang Bigung di pengaruhi oleh faktor: Ketaatan terhadap jam kerja kantor,  aspek perencanaan pelayanan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi, dan sisanya sebesar 40 %  efektivitas   pelayanan dipengaruhi oleh factor atau variabel  lainnya yang di ukur dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perkantoran berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa dengan manajemen perkantoran yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan antara lain kemampuan merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang dan pasar dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa akan tercapai efektivitas kerja pegawai.
V. P E N U T U P
Kesimpulan

1. Perhitungan hasil analisis korelasi Product Moment (Pearson) diperoleh    rhit = 0,609, hal ini jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 30 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,609 > rtab = 0,325.  Hal ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas pelayanan pada Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

2. Berdasarkan perhitungan hasil uji-t diperoleh sebesar  3,819.  Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 3,819, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,819 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 28 (30 – 2 = 28).  Hal ini menunjukkan   terdapat  pengaruh yang positif dan  signifikan dari variabel  manajemen perkantoran terhadap variabel efektivitas  pelayanan pada Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
3. Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi diperoleh R Square atau r2 sebesar 60%. berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh manajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan pada Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat   adalah sebesar 60%, dan sebesar 30 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.  Maknanya adalah bahwa sebesar 60%  efektivitas pelayanan di Puskesmas Linggang Bigung di pengaruhi oleh faktor: Ketaatan terhadap jam kerja kantor,  aspek perencanaan pelayanan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi, dan sisanya sebesar 30 %  efektivitas   pelayanan dipengaruhi oleh factor atau variabel  lainnya yang di ukur dalam penelitian ini.
Saran Penelitian :

1. Kepada Kepala Puskesmas Linggang Bigung, selaku pimpinan yang menajdi obyek di dalam penelitian ini disarankan agar kiranya manajemen perkantoran  yang telah dilakukan selama ini sudah cukup baik dan efektif  harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam rangka peningkatan efektivitas kualitas pelayanan kepada masyarakat Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat perlu dukungan pegawai yang  mempunyai kemampuan teknologi informasi, mengirim operator untuk mengikuti training IT untuk menghadapi pelayanan berbasis elektronik  di Puskesmas yang akan datang.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlu ditambah tenaga dokter umum, perawat dan ahli farmasi, serta kelengkapan obat-obatan yang diberikan kepada masyarakat obat –obatan yang sesuai dengan penyakit nya, mengingat semakin bertambah masyarakat yang berobat ke Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
4. Diperlukan kerja keras unsur pimpinan, pegawai dan stakeholder terkait serta peran serta masyarakat untuk meningkatkan status yang saat ini UPT menjadi Puskesmasn seutuh nya serta untuk memperoleh SERTIFIKASI Puskesmas, oleh sebab itu perlu peningkatan jumlah dokter, sarana prasarana, fasilitas Puskesmas, dukungan anggaran dari Pemkab Kutai Barat dan dukungan masyarakat setempat. 
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